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3. 
 

 
 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah; 
bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 
Menteri  Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2015; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 

Peraturan Daerah tentang  Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 
2014. 

 
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor  74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 

5587);  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan  

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575); 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 

Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5179); 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 

2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Pinrang sebagaimana telah diubah 
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24. 
 

 
 

 

beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 

6 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 

2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Pinrang; 

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah.   
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG  

 

Dan 
 

BUPATI PINRANG 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
PINRANG TAHUN ANGGARAN 2015. 

 
 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang 

Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : 
 
a.  Pendapatan Daerah 1.043.892.403.833,00 

b.  Belanja Daerah  1.042.142.403.833,00 
  Surplus 1.750.000.000,00 

c. Pembiayaan Daerah : 
1. Penerimaan                  0,00 

2. Pengeluaran          1.750.000.000,00 
 

 Pembiayaan Neto   (1.750.000.00,00) 

 
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun   

Berkenaan (SILPA) 0,00 
 

 
Pasal 2 

 

(1)  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf a terdiri dari : 

 
 
a. Pendapatan Asli Daerah 

sejumlah Rp.   89.800.740.443,00 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 740.537.032.555,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang sah sejumlah 

Rp. 213.554.630.835,00 

 

(2)  Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)   huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

(-) 

27. Peraturan Daerah …………….. 
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a. Pajak Daerah  Rp.  13.178.728.000,00 

b. Retribusi Daerah  Rp.    4.455.536.000,00 

c. Pengelolaan Kekayaan 
Daerah Yang Dipisahkan 

Rp.    6.275.000.000,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah Yang Sah 

Rp.  65.891.476.443,00 

 
(3)  Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri dari jenis Pendapatan : 
 

a. Dana Bagi Hasil                  Rp.   18.604.410.555,00 

b. Dana Alokasi Umum           Rp. 654.528.422.000,00 
c. Dana Alokasi Khusus         Rp.   67.404.200.000,00 
 

(4)  Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

 
a. Pendapatan Hibah Rp.    1.982.144.500,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari 
Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Lainnya sejumlah Rp.  25.957.572.705,00 
c. Dana Penyesuaian dan 

Otonomi Khusus sejumlah 

 
Rp.167.814.617.990,00 

d. Bantuan Keuangan dari 
Provinsi atau Pemerintah 

Daerah Lainnya sejumlah  

 
 

Rp.  17.800.295.640,00 

 
 

Pasal 3 
 

(1)  Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 
b terdiri dari : 
 

a. Belanja Tidak Langsung   Rp. 618.051.218.909,00 
b. Belanja Langsung             Rp. 424.091.184.924,00 

 
(2)  Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 

 
a. Belanja Pegawai Rp. 578.014.473.919,00 
b. Belanja Subsidi  Rp.        500.000.000,00 

c. Belanja Hibah Rp.     4.645.000.000,00 
d. Belanja Bantuan Sosial Rp.     1.350.000.000,00 

e. Belanja Bantuan Keuangan Rp.   31.041.744.990,00 
f. Belanja Tidak Terduga  Rp.     2.500.000.000,00 

 

(3)  Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri dari jenis belanja : 
 

a. Belanja Pegawai Rp.   31.810.666.700,00 
b. Belanja Barang dan Jasa  Rp. 210.019.254.565,00 
c. Belanja Modal                   Rp. 182.261.263.659,00 
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Pasal 4 
 

(1)  Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf c terdiri dari : 

 

a. Penerimaan Pembiayaan 

Daerah sejumlah  

 
Rp.                         0,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
Daerah sejumlah 

 
Rp.     1.750.000.000,00 

 
(2)  Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 
 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

sebelumnya Rp. 0,00 
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah                       

Rp. 0,00 

 
(3)  Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis pembiayaan : 
a. Penyertaan Modal/Investasi  

Pemerintah Daerah sejumlah             Rp. 1.250.000.000,00 

b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah   Rp.    500.000.000,00 
 

Pasal 5 

 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

 
1. Lampiran I   : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah ; 

2. Lampiran II   : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD; 

3. Lampiran III   : Rincian APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
4. Lampiran IV   : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 

Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan 

Kegiatan; 
5. Lampiran V   : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI   : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan 
Perjabatan; 

7. Lampiran VII   : Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal; 
9. Lampiran IX   : Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 
10. Lampiran X   : Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Lainnya; 

11. Lampiran XI.1: Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya 
Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan 
kembali dalam Tahun Anggaran ini; 
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12. Lampiran XI.2: Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya 

Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan 
Kembali Dalam Tahun Ini; 

13. Lampiran XII   : Daftar Dana Cadangan;  
14. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah. 

 

 
Pasal 6 

 
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional 

Pelaksanaan APBD. 
 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang. 

 
 Ditetapkan di Pinrang 
 Pada tanggal 24 Desember 2014 

 
 BUPATI PINRANG, 
 

 
 

 ASLAM PATONANGI 
 

 

Diundangkan di Pinrang 
Pada Tanggal 24 Desember 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PINRANG 

 
 
 

 SYARIFUDDIN SIDE 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG 

TAHUN 2014 NOMOR 4    


